ABSTRAK

Skripsi dengan Judul “Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap
Pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Hukum Positif dan
Figh Siyasah” ini ditulis oleh Risma Ayu Kilisuci, NIM. 126103211077,
Prodi Hukum Tata Negara (HTN), Universitas Islam Negeri Sayyid Ali
Rahmatullah Tulungagung 2025, dibimbing oleh Nurush Shobahah,
M.H.I.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Adat, Hukum Positif, Figh
Siyasah

Penelitian ini berawal dari permasalahan terkait kerentanan posisi masyarakat adat
di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan
Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebanyak 21 komunitas masyarakat adat telah
bermukim di wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang merupakan bagian
dari Proyek Strategis Nasional. Komunitas adat seringkali dalam posisi rentan
terhadap eksploitasi dan kehilangan hak atas atas tanah yang mereka lestarikan
secara turun-temurun.

Sehingga fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum
masyarakat adat terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam perspektif
Hukum Positif? 2) Bagaimana perlindungan hukum masyarakat adat terhadap
pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam perspektif figh siyasah?

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan memanfaatkan bahan
hukum primer dan sekunder sebagai sumber data. Analisis data dilakukan melalui
kajian mendalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder dengan pendekatan
berbasis peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Perlindungan hukum masyarakat adat
dalam perspektif hukum positif berlandaskan pada perlindungan hak masyarakat
adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dinilai belum optimal dalam mengakui
hak masyarakat adat. 2) Perlindungan hukum masyarakat adat perspektif figh
siyasah memberkan pengaturan bahwa negara sebagai pemegang amanah
kekuasaan, berkewajiban memastikan pengakuan, penghormatan, dan
perlindungan hak ulayat masyarakat adat sesuai dengan prinsip keadilan sosial.
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ABSTRACT

The thesis with the title "Legal Protection of Indigenous Peoples towards the
Development of the Capital City of the Archipelago in the Perspective of
Positive Law and Figh Siyasah" was written by Risma Ayu Kilisuci,
NIM. 126103211077, Constitutional Law Study Program (HTN), Sayyid
Ali Rahmatullah State Islamic University Tulungagung 2025, supervised
by Nurush Shobahah, M.H.I.
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This research began with problems related to the vulnerability of the position of
indigenous peoples in East Kalimantan, especially in North Penajam Paser
Regency and Kutai Kartanegara Regency. A total of 21 indigenous communities
have settled in the development area of the Nusantara Capital City, which is part
of the National Strategic Project. Indigenous communities are often in a
vulnerable position to exploitation and loss of rights to the land they have
preserved for generations.

So the focus of this study is: 1) How is the legal protection of indigenous peoples
for the development of the archipelago's capital city in the perspective of Positive
Law? 2) How is the legal protection of indigenous peoples for the development of
the archipelago's capital city in the perspective of figh siyasah?

This study uses normative legal methods by utilizing primary and secondary legal
materials as data sources. Data analysis was carried out through an in-depth study
of primary and secondary legal materials with a statute approach and a
conceptual approach

The results of this study show that 1) The legal protection of indigenous peoples
in a positive legal perspective based on the recognition of indigenous peoples'
rights in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution is considered not
optimal in recognizing the rights of indigenous peoples. 2) Legal protection of
indigenous peoples from the perspective of figh siyasah provides that the state, as
the trustee of power, is obliged to ensure the recognition, respect, and protection
of the customary rights of indigenous peoples in accordance with the principles of
social justice.
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